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ABSTRAK
Transformasi regulasi perbankan mikro Indonesia mengalami momentum historis melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi yuridis transformasi tersebut dan implikasinya terhadap struktur operasional serta tata kelola perbankan mikro. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif terhadap perubahan substansial dalam kerangka regulasi yang dioperasionalisasikan melalui POJK Nomor 7 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terminologi dari "Perkreditan" menjadi "Perekonomian" mencerminkan ekspansi cakupan operasional yang tidak lagi terbatas pada fungsi intermediasi kredit semata, melainkan mengakomodasi spektrum layanan keuangan komprehensif dalam mendukung ekosistem ekonomi masyarakat. Transformasi ini memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan struktur tata kelola, harmonisasi pengaturan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta optimalisasi fungsi pengawasan prudensial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi hukum Bank Perekonomian Rakyat merepresentasikan evolusi paradigmatik yang mengedepankan pendekatan holistik terhadap financial inclusion dengan rekomendasi strategis meliputi pengembangan infrastruktur teknologi finansial, capacity building sumber daya manusia, dan penguatan sinergi stakeholder dalam mengoptimalkan peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai katalisator ekonomi kerakyatan berkelanjutan.
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ABSTRACT
The transformation of Indonesia's microbanking regulations has reached a historic milestone with the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, which changed the nomenclature of Rural Credit Banks to Rural Economy Banks. This study aims to analyze the legal dimensions of this transformation and its implications for the operational structure and governance of microfinance institutions. The research methodology employs a normative legal approach with descriptive-comparative analysis techniques to examine substantial changes in the regulatory framework operationalized through POJK No. 7 of 2024. The research findings indicate that the change in terminology from “Credit” to “Economy” reflects an expansion of operational scope that is no longer limited to credit intermediation functions alone but accommodates a comprehensive spectrum of financial services in support of the community's economic ecosystem. This transformation has significant implications for strengthening governance structures, harmonizing regulations between Rural Banks and Sharia Rural Banks, and optimizing prudential supervision functions. The research conclusion emphasizes that the legal transformation of the Rural Economy Bank represents a paradigmatic evolution that prioritizes a holistic approach to financial inclusion, with strategic recommendations including the development of financial technology infrastructure, human resource capacity building, and strengthening stakeholder synergy to optimize the role of the Rural Economy Bank as a catalyst for sustainable people-centered economic development.
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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]PENDAHULUAN
sahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang membawa perubahan paradigmatik dalam kerangka regulasi Bank Perkreditan Rakyat. Legislasi ini memodifikasi substansial ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya berkaitan dengan nomenklatur dan pengaturan Bank Perekonomian Rakyat yang kini mengalami transformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Implementasi UU P2SK tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang menetapkan kerangka regulasi komprehensif untuk entitas perbankan mikro ini. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 ini menggantikan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sekaligus mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No. 26 Tahun 2022 tentang BPRS. Signifikansi transformasi ini tidak hanya terletak pada aspek terminologis, melainkan mencerminkan reorientasi fundamental dalam pendekatan pengembangan sektor keuangan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.[footnoteRef:1] [1:  POJK, “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH,” Otoritas Jasa Keuangan, 2024.] 

Kajian-kajian terdahulu mengenai evolusi regulasi BPR telah mengidentifikasi berbagai dimensi penting dalam transformasi sektor perbankan mikro Indonesia. Penelitian dalam  menganalisis dampak reformasi regulasi terhadap kapasitas intermediasi BPR dalam mendukung sektor UMKM[footnoteRef:2], sementara mengevaluasi efektivitas pengawasan prudensial BPR dalam kerangka regulasi yang berlaku sebelum pengesahan UU P2SK [footnoteRef:3]. Studi komparatif oleh meneliti perbedaan struktur operasional antara BPR dan BPRS dalam konteks harmonisasi regulasi pasca-UU P2SK[footnoteRef:4]. Sementara itu, analisis fokus pada aspek kelembagaan transformasi BPR dalam mendukung financial inclusion di daerah terpencil [footnoteRef:5]. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam implikasi yuridis transformasi nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" beserta konsekuensi hukumnya terhadap struktur operasional dan pengawasan prudensial. [2:  Lusy and Maria Widyastuti, “Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Penguatan UMKM,” JAP: Jurnal Akuntandi Dan Pajak 23, no. 02 (2023): 1–8.]  [3:  Fadhil Irfan Muhammad, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bagian Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 6, no. 2 (2020).]  [4:  Devinka Aria Pramesti et al., “Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah,” JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 6, no. 2 (2023): 594, https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.594-598.]  [5:  Septiana Malihah et al., “Analisis Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ),” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12 (2024): 313–19, https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.767.] 

Limitasi utama dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada ketidaktersediaan analisis komprehensif mengenai transformasi regulatif yang terjadi pasca-implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023, khususnya dalam mengkaji perubahan paradigma pengaturan BPR yang tercermin dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024. Mayoritas studi terdahulu masih berfokus pada kerangka regulasi lama tanpa mengantisipasi implikasi transformatif yang dibawa oleh UU P2SK. Keterbatasan ini menciptakan gap penelitian yang signifikan dalam memahami dimensi hukum dari perubahan terminologi dan substansi pengaturan BPR, yang berimplikasi pada aspek operasional, pengawasan, dan compliance framework. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan analisis holistik mengenai transformasi hukum BPR dalam perspektif UU P2SK dan implementasinya melalui POJK terkait.
Novelitas ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan perspektif doctrinal legal research dengan regulatory impact analysis untuk mengkaji transformasi BPR pasca-UU P2SK. Kebaruan penelitian ini mencakup: pertama, identifikasi dan analisis perubahan substansial dalam definisi dan ruang lingkup operasional Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 POJK Nomor 7 Tahun 2024; kedua, Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung; ketiga, Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung; dan keempat, Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kontribusi akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya discourse hukum perbankan Indonesia dalam era reformasi sektor keuangan.
Berdasarkan problematika yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif transformasi hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam perspektif UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan implementasinya melalui POJK Nomor 7 Tahun 2024. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi: pertama, dimensi yuridis perubahan terminologi dan substansi pengaturan BPR; kedua, implikasi transformasi regulatif terhadap struktur operasional dan tata kelola BPR; ketiga, harmonisasi pengaturan antara BPR dan BPRS dalam kerangka hukum yang baru; dan keempat, proyeksi dampak transformasi ini terhadap pengembangan ekosistem keuangan inklusif nasional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif untuk mengkaji perubahan substansial dalam kerangka regulasi BPR. 

METODE
Penelitian ini mengimplementasikan metodologi yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis transformasi regulatif sektor perbankan mikro Indonesia. Paradigma penelitian hukum normatif dipilih mengingat objek kajian berupa produk legislasi dan regulasi yang memerlukan interpretasi sistematis melalui penafsiran tekstual dan kontekstual. Desain penelitian mengadopsi framework analitis kualitatif dengan penekanan pada hermeneutika hukum untuk mengeksplorasi dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis dari transformasi terminologi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat pasca-implementasi UU P2SK.
Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikategorisasi berdasarkan hierarki normatif dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bahan hukum sekunder dikonstitusi oleh jurnal ilmiah terakreditasi, monografi akademik, laporan penelitian institusional, dan publikasi resmi OJK yang relevan dengan transformasi regulasi BPR periode 2020-2024. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia perbankan, dan material referensial pendukung lainnya.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode library research dengan pendekatan sistematis melalui dokumentasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi tematik dan kronologis. Proses identifikasi sumber dilakukan melalui penelusuran database hukum nasional, repository institusional, dan platform publikasi ilmiah bereputasi internasional. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan memverifikasi konsistensi informasi antarregulasi dan melakukan cross-referencing terhadap interpretasi otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga regulatif terkait.
Analisis data mengimplementasikan teknik content analysis dengan pendekatan deduktif-induktif untuk mengidentifikasi pola transformasi regulatif dan implikasinya terhadap struktur hukum perbankan mikro. Tahapan analisis meliputi: pertama, dekonstruksi teks hukum untuk mengidentifikasi perubahan substansial dalam definisi dan ruang lingkup operasional BPR; kedua, komparasi sistematik antara kerangka regulasi lama dan baru untuk mengevaluasi kontinuitas dan diskontinuitas normatif; ketiga, sintesis analitis untuk merekonstruksi pemahaman holistik mengenai implikasi yuridis transformasi BPR; dan keempat, interpretasi teleologis untuk mengeksplorasi ratio legis dari perubahan terminologi dalam konteks pengembangan sektor keuangan inklusif. Keabsahan analisis dijamin melalui peer debriefing dengan praktisi hukum perbankan dan akademisi spesialisasi financial law untuk memastikan akurasi interpretasi dan relevansi temuan penelitian.

HASIL

I. Dimensi Yuridis Transformasi Terminologi Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat
Transformasi terminologi dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencerminkan pergeseran paradigmatik dalam konseptualisasi peran entitas perbankan mikro. Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar modifikasi semantik, melainkan manifestasi reorientasi filosofis terhadap fungsi intermediasi keuangan yang lebih komprehensif. Revitalisasi peranan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi dan kewenangan entitas perbankan mikro untuk meningkatkan perannya sebagai penggerak roda ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)[footnoteRef:6]. Transformasi ini mengindikasikan ekspansi konseptual dari fokus perkreditan tradisional menuju spektrum layanan perekonomian yang lebih luas, mencakup aspek intermediasi keuangan, fasilitasi investasi, dan pengembangan ekosistem ekonomi kerakyatan. [6:  RA Retno Murni et al., “Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah,” Seminar Nasional Sains Dan Teknologi (SENASTEK), no. November (2023): 174–79.] 

Implementasi transformasi terminologi tersebut diwujudkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, yang mendefinisikan Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung, serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam Pasal 1 angka 3 sebagai jenis bank syariah dengan karakteristik operasional serupa. Redefinisi ini mengkonfirmasi kontinuitas substansial dalam pembatasan operasional fundamental, namun membuka ruang interpretif yang lebih luas dalam konteks perekonomian rakyat. Perubahan nomenklatur ini sejalan dengan paradigma penguatan sektor keuangan yang menekankan pentingnya penguatan Bank Perekonomian Rakyat berbasis asas demokrasi ekonomi sebagai perwujudan keadilan sosial. [footnoteRef:7] [7:  Marchethy Riwani Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 26, no. 01 (2023): 1–17, https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6007.] 

A. Implikasi Perubahan Nomenklatur terhadap Struktur Kelembagaan
Perubahan terminologi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat membawa implikasi signifikan terhadap rekonfigurasi struktur kelembagaan dan tata kelola organisasi. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi aspek branding institusional, melainkan juga mengimplikasikan reorientasi strategis dalam positioning kelembagaan di ekosistem keuangan nasional. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa revitalisasi ini mencakup perubahan dari segi kebijakan, tata kelola, skala operasional, dan manajemen risiko yang komprehensif. Perubahan struktural ini memerlukan adaptasi sistem governance yang mampu mengakomodasi ekspansi mandate kelembagaan dari fokus perkreditan tradisional menuju pendekatan perekonomian holistik. [footnoteRef:8] [8:  Murni et al., “Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah.”] 

Rekonfigurasi kelembagaan ini juga berimplikasi pada penyesuaian framework regulatif yang mengatur aspek organisasional Bank Perekonomian Rakyat. Sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024, struktur organisational mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 hingga 11. Diversifikasi struktur organisational ini mengindikasikan kompleksitas operasional yang meningkat seiring dengan ekspansi mandate kelembagaan. Transformasi ini menyatakan bahwa UU P2SK dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif dan meningkatkan inklusi serta literasi sektor jasa keuangan. [footnoteRef:9] [9:  Devi Anggraeni and Wisnu Budhi Pratomo, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan,” Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 5, no. 12 (2023): 1–10.] 

B. Reorientasi Filosofi Kelembagaan
Transformasi terminologi mencerminkan reorientasi filosofis dari pendekatan perkreditan konvensional menuju konsep perekonomian rakyat yang lebih inklusif. Pergeseran paradigmatik ini mengimplikasikan perluasan visi kelembagaan dari intermediasi keuangan sederhana menuju fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahwa penguatan Bank Perekonomian Rakyat harus berbasis asas demokrasi ekonomi sebagai paradigma keadilan sosial, yang mengindikasikan pentingnya alignment antara transformasi terminologi dengan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam operasional perbankan mikro. [footnoteRef:10] [10:  Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial.”] 

Analisis mendalam terhadap transformasi terminologi ini menunjukkan bahwa perubahan substansial tersebut menghadirkan dimensi hermeneutika hukum yang kompleks dalam interpretasi makna "perekonomian rakyat" sebagai konsep yuridis. Konstruksi semantik term "perekonomian" dalam konteks perbankan mikro mengimplikasikan pergeseran dari pendekatan transaksional sederhana menuju pendekatan ekosistemik yang mengintegrasikan berbagai aspek aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin constitutional economics yang menekankan pentingnya alignment antara struktur kelembagaan dan tujuan pembangunan ekonomi nasional.
Dalam perspektif analisis linguistik hukum, transformasi dari "perkreditan" ke "perekonomian" mencerminkan perluasan semantic field yang mencakup dimensi produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi kapital dalam skala mikro. Pergeseran terminologis ini juga mengindikasikan adopsi paradigma participatory banking yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Konseptualisasi "rakyat" dalam nomenklatur baru ini tidak lagi merujuk pada objek pasif penerima layanan kredit, melainkan subjek aktif dalam dinamika perekonomian yang memiliki agency dalam menentukan arah pengembangan ekonomi lokal.
Konstruksi yuridis terminologi "Bank Perekonomian Rakyat" juga mengakomodasi prinsip subsidiaritas dalam desentralisasi keuangan, dimana keputusan finansial diambil pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat yang terdampak. Implementasi prinsip ini tercermin dalam fleksibilitas operasional yang diberikan kepada Bank Perekonomian Rakyat untuk mengadaptasi produk dan layanan sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Transformasi terminologi ini secara implisit mengakui heterogenitas kebutuhan keuangan masyarakat dan menolak pendekatan one-size-fits-all yang seringkali tidak efektif dalam konteks perbankan mikro.
Lebih lanjut, perubahan nomenklatur ini menghadirkan implikasi terhadap framework legal standing Bank Perekonomian Rakyat dalam sistem hukum perbankan nasional. Redefinisi status hukum ini memungkinkan entitas perbankan mikro untuk berpartisipasi dalam forum-forum pengambilan kebijakan ekonomi yang sebelumnya eksklusif bagi bank umum. Transformasi ini juga menghasilkan perluasan ruang interpretif dalam penerapan prudential regulation, dimana otoritas pengawas memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan standar pengawasan dengan karakteristik operasional Bank Perekonomian Rakyat.

II. Ekspansi Kewenangan Operasional Bank Perekonomian Rakyat Dalam Kerangka UU P2SK
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengintroduksi ekspansi signifikan dalam spektrum kewenangan operasional Bank Perekonomian Rakyat [footnoteRef:11]. Perluasan otoritas ini merepresentasikan evolusi regulatif dari pembatasan ketat terhadap aktivitas BPR tradisional menuju fleksibilitas operasional yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan sektor keuangan mikro. [footnoteRef:12] mengidentifikasi beberapa perubahan fundamental dalam fungsi dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat, termasuk diperbolehkannya kegiatan transfer dana yang sebelumnya tidak diizinkan, kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan dorongan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi. [11:  Rex Adriel and Luther Forma, “Polemik Ketentuan Insider Trading Sebagai Kejahatan Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ( P2sk ) ( Studi Kasus Pt . Jouska Finansial Indonesia ),” JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik 5, no. 3 (2025): 2648–58, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.]  [12:  Murni et al., “Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah.”] 

Ekspansi kewenangan operasional ini tidak hanya terbatas pada diversifikasi layanan, melainkan juga mencakup akses terhadap sumber permodalan yang lebih variatif. Salah satu inovasi signifikan adalah pembukaan peluang bagi Bank Perekonomian Rakyat untuk melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini merepresentasikan paradigma baru dalam struktur permodalan BPR yang sebelumnya terbatas pada sumber pendanaan konvensional. Perluasan akses ke pasar modal ini sejalan dengan upaya penguatan kapasitas intermediasi dan peningkatan resiliensi finansial entitas perbankan mikro.
A. Implementasi Digitalisasi Layanan Perbankan
Transformasi digital merupakan komponen integral dalam revitalisasi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Bank Perekonomian Rakyat didorong untuk mengembangkan digitalisasi layanan perbankan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Implementasi teknologi finansial dalam operasional Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga memperluas jangkauan layanan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. [footnoteRef:13] [13:  Murni et al.] 

Integrasi teknologi digital dalam layanan Bank Perekonomian Rakyat juga memfasilitasi sinergi dengan ekosistem fintech sebagaimana yang mengidentifikasi peluang kolaborasi BPR dengan fintech lending untuk memperluas aksesibilitas pendanaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini merepresentasikan konkretisasi prinsip demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial melalui inklusi keuangan yang lebih komprehensif. [footnoteRef:14] [14:  Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial.”] 

B. Harmonisasi Regulasi BPR dan BPRS 
Transformasi regulatif dalam UU P2SK juga mengakomodasi harmonisasi pengaturan antara Bank Perekonomian Rakyat konvensional dan syariah. POJK Nomor 7 Tahun 2024 mengintegrasikan pengaturan kedua entitas dalam satu kerangka regulatif komprehensif, yang mengindikasikan upaya penyederhanaan dan efisiensi regulatory framework. Harmonisasi ini memfasilitasi penerapan standar governance dan operational yang konsisten antara kedua jenis entitas, sambil tetap mengakomodasi kekhasan operasional masing-masing sistem.
Eksplorasi komprehensif terhadap perluasan kewenangan operasional mengungkapkan bahwa UU P2SK mengintroduksi paradigma regulatory flexibility yang memungkinkan Bank Perekonomian Rakyat untuk beroperasi dalam spectrum yang lebih luas tanpa kehilangan identitas sebagai entitas perbankan mikro. Kewenangan baru dalam melakukan kegiatan transfer dana merepresentasikan konvergensi antara banking tradisional dan modern payment systems, yang memfasilitasi integrasi Bank Perekonomian Rakyat dalam ekosistem pembayaran digital nasional. Implementasi kewenangan ini memerlukan pengembangan infrastruktur teknologi yang sophisticated namun tetap accessible bagi nasabah dengan tingkat literasi digital yang beragam.
Pemberian otoritas untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing memberikan dimensi internasional pada operasional Bank Perekonomian Rakyat, yang sebelumnya terbatas pada transaksi domestik. Kewenangan ini memiliki implikasi strategis dalam mendukung aktivitas ekspor-impor skala mikro dan kecil, serta memfasilitasi remitansi bagi komunitas diaspora yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah operasional Bank Perekonomian Rakyat. Namun demikian, implementasi kewenangan ini memerlukan capacity building yang intensif dalam manajemen risiko valuta asing dan compliance terhadap regulasi anti money laundering.
Inovasi paling signifikan dalam ekspansi kewenangan adalah pembukaan akses terhadap pasar modal melalui mekanisme penawaran umum. Kebijakan ini menghadirkan paradox antara nature perbankan mikro yang traditionally private dan eksposur terhadap public market forces. Akses ke pasar modal memberikan peluang diversifikasi sumber permodalan yang dapat meningkatkan kapasitas intermediasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam maintaining community-based character yang menjadi core identity Bank Perekonomian Rakyat.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya sektor asuransi, mengindikasikan evolusi menuju integrated financial services model. Partnership ini memungkinkan Bank Perekonomian Rakyat untuk menyediakan comprehensive financial solutions yang mencakup protection, savings, dan investment dalam satu platform layanan. Integrasi ini memerlukan pengembangan cross-selling capabilities dan customer relationship management yang sophisticated untuk memastikan coherence dalam delivery layanan.
Digitalisasi layanan perbankan dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat menghadirkan unique challenges dalam balancing technological advancement dengan preservation of personal relationships yang menjadi competitive advantage perbankan mikro. Implementasi digital banking solutions harus mempertimbangkan digital divide yang masih signifikan di berbagai daerah operasional, serta mengakomodasi preferensi nasabah yang mungkin masih mengutamakan face-to-face interactions dalam transaksi keuangan.

III. PENGUATAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SUPERVISI SEKTOR PERBANKAN MIKRO
Implementasi UU P2SK menghasilkan penguatan signifikan terhadap otoritas dan kapasitas supervisi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sektor perbankan mikro, termasuk Bank Perekonomian Rakyat. Bahwa penerbitan UU P2SK berdampak pada penambahan kewenangan yang dimiliki OJK serta peningkatan independensi untuk mewujudkan stabilitas iklim keuangan. Penguatan otoritas ini mencakup ekspansi mandate pengawasan, peningkatan kapasitas regulatory enforcement, dan penguatan framework perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. [footnoteRef:15] [15:  Yuliana Syafitri, “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan,” Unes Law Review 6, no. 1 (2023): 860–67, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6.] 

Penguatan peran OJK pasca berlakunya UU P2SK mencakup pengaturan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil OJK berdasarkan UU P2SK bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara[footnoteRef:16]. Ketentuan ini mengindikasikan penguatan otoritas regulatif OJK, namun sekaligus menimbulkan implikasi terhadap mekanisme judicial review dan akuntabilitas kelembagaan. Untuk mengantisipasi potensi dampak negative dari penguatan otoritas ini, UU P2SK mengintroduksi Badan Supervisi OJK yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK. [16:  Arjanggi Yustisia Nasution, “Penguatan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan Dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 9584–93.] 

A. Framework Perlindungan Konsumen dalam Era P2SK
Penguatan framework perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam transformasi regulatif sektor keuangan pasca-UU P2SK. Efektivitas perlindungan hukum konsumen berdasarkan UU P2SK, dengan menekankan pentingnya regulasi baru yang menguatkan aspek kelembagaan otoritas pengawas keuangan. Framework perlindungan konsumen yang diperkuat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, standar transparansi layanan yang lebih ketat, dan sistem complaint handling yang responsif terhadap kebutuhan nasabah Bank Perekonomian Rakyat. [footnoteRef:17] [17:  Jeane Neltje Saly and Agnes Sri Fortuna Nainggolan, “Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang  Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 2 (2023): 1611–15.] 

Implementasi perlindungan konsumen dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat juga mengakomodasi karakteristik khusus nasabah perbankan mikro yang umumnya memiliki tingkat literasi keuangan terbatas. Hal ini memerlukan pendekatan edukasi dan komunikasi yang adaptif untuk memastikan pemahaman nasabah terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. UU P2SK dapat meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, yang sejalan dengan upaya perlindungan konsumen melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap layanan perbankan. [footnoteRef:18] [18:  Anggraeni and Pratomo, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan.”] 

B. Mekanisme Pengawasan Terintegrasi
Transformasi pengawasan dalam era P2SK mengimplementasikan mekanisme supervisi terintegrasi yang mengakomodasi kompleksitas ekosistem keuangan modern. Pasca diundangkannya UU P2SK, pengawasan koperasi dan entitas keuangan lainnya terbagi berdasarkan kategorisasi kegiatan usaha, dimana entitas yang bergerak di sektor jasa keuangan dan melayani simpan pinjam di luar anggota serta memperoleh modal dari selain anggota akan diawasi oleh OJK [footnoteRef:19]. Pendekatan pengawasan berbasis aktivitas ini memungkinkan implementasi standar supervisi yang konsisten across different types of financial institutions, termasuk Bank Perekonomian Rakyat. [19:  Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 2 (2023): 91–99.] 

Penguatan otoritas OJK dalam supervisi sektor perbankan mikro melalui UU P2SK menghadirkan paradigma regulatory consolidation yang mengintegrasikan pengawasan berbagai entitas keuangan mikro dalam satu framework institutional. Konsolidasi ini memungkinkan implementasi risk-based supervision yang lebih efektif, dimana alokasi sumber daya pengawasan dapat diprioritaskan berdasarkan profil risiko masing-masing entitas. Pendekatan ini mengoptimalkan efficiency regulatory resources sambil mempertahankan effectiveness pengawasan dalam mitigasi systemic risks.
Pembentukan Badan Supervisi OJK sebagai mekanisme checks and balances dalam struktur governance OJK merepresentasikan upaya sophisticated dalam menjaga accountable regulatory authority. Badan ini berfungsi sebagai internal oversight mechanism yang memastikan decision-making process OJK tetap transparent dan consistent dengan mandate institutional. Keberadaan Badan Supervisi ini juga memberikan confidence kepada stakeholders bahwa expanded authority OJK tidak akan berevolusi menjadi regulatory overreach yang dapat menghambat innovation dalam sektor keuangan.
Framework perlindungan konsumen yang diperkuat dalam era P2SK mengadopsi proactive approach dalam mengantisipasi kompleksitas products dan services yang ditawarkan Bank Perekonomian Rakyat. Penguatan ini mencakup pengembangan early warning systems yang dapat mengidentifikasi potential consumer harms sebelum berkembang menjadi systemic issues. Implementasi complaint handling mechanism yang responsif memerlukan pengembangan digital platforms yang dapat mengakomodasi diversity dalam preferred communication channels nasabah perbankan mikro.

IV. Implikasi Transformasi Terhadap Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif
Transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam kerangka UU P2SK membawa implikasi komprehensif terhadap pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Indonesia. Perubahan paradigmatik ini tidak hanya mempengaruhi operasional entitas perbankan mikro secara individual, melainkan juga berkontribusi terhadap restrukturisasi arsitektur keuangan nasional yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ekspansi kerjasama BPR dengan institusi layanan keuangan lainnya, termasuk fintech lending, dapat menjadi solusi untuk pemerataan akses keuangan di Indonesia sebagai konkretisasi prinsip demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial. [footnoteRef:20] [20:  Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial.”] 

Kontribusi transformasi ini terhadap financial inclusion terutama tercermin dalam ekspansi jangkauan layanan dan diversifikasi produk keuangan yang dapat diakses oleh segmen masyarakat yang sebelumnya underbanked atau unbanked. Bahwa revitalisasi BPR mencakup perluasan kegiatan usaha yang memungkinkan entitas ini berperan lebih optimal sebagai penggerak roda ekonomi UMKM. Ekspansi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan akses terhadap layanan perbankan, melainkan juga memfasilitasi pengembangan rantai nilai ekonomi lokal melalui intermediasi keuangan yang lebih efektif. [footnoteRef:21] [21:  Murni et al., “Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah.”] 

A. Sinergi Kelembagaan dalam Ekosistem Keuangan
Implementasi UU P2SK memfasilitasi terciptanya sinergi kelembagaan yang lebih efektif antarentitas dalam ekosistem keuangan Indonesia. UU P2SK mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antarregulator serta meningkatkan daya saing masyarakat untuk berusaha secara efektif dan efisien[footnoteRef:22]. Sinergi ini terutama terlihat dalam harmonisasi pengawasan lintas-sektor yang mengintegrasikan supervisi Bank Perekonomian Rakyat, lembaga keuangan mikro, dan entitas fintech dalam satu framework regulatif yang koheren. [22:  Anggraeni and Pratomo, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan.”] 

Kolaborasi strategis antara Bank Perekonomian Rakyat dengan entitas keuangan lainnya juga membuka peluang inovasi produk dan layanan yang lebih variatif. Kerjasama BPR dengan fintech lending dapat memperluas aksesibilitas pendanaan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mengindikasikan potensi pengembangan hybrid financial products yang mengkombinasikan keunggulan layanan perbankan tradisional dengan inovasi teknologi finansial. Sinergi ini berpotensi menciptakan ecosystem effect yang multiplikatif dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.[footnoteRef:23] [23:  Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial.”] 

B. Proyeksi Dampak Jangka Panjang
Transformasi regulatif Bank Perekonomian Rakyat dalam kerangka UU P2SK diproyeksikan akan menghasilkan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap struktur perekonomian nasional. Penguatan kapasitas intermediasi dan ekspansi layanan Bank Perekonomian Rakyat berpotensi meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto melalui fasilitasi akses permodalan yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi digitalisasi dan kolaborasi dengan fintech diharapkan dapat mempercepat proses financial deepening di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan formal, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Transformasi Bank Perekonomian Rakyat dalam kerangka UU P2SK mengkatalisis pembentukan collaborative ecosystem yang mengintegrasikan traditional banking, fintech innovations, dan community-based financial services dalam satu platform ekosistem yang sinergis. Integrasi ini memfasilitasi creation of network effects yang dapat mempercepat adoption financial services di segmen masyarakat yang previously underserved. Ecosystem approach ini juga memungkinkan sharing of resources dan expertise across different types of financial institutions, yang dapat meningkatkan overall efficiency dalam delivery layanan keuangan inklusif.
Sinergi kelembagaan yang tercipta melalui UU P2SK menghadirkan opportunities untuk pengembangan innovative financial products yang menggabungkan strengths dari berbagai jenis institusi keuangan. Collaborative product development antara Bank Perekonomian Rakyat dan fintech companies dapat menghasilkan hybrid solutions yang mengoptimalkan technology capabilities dan local market knowledge. Partnership ini juga memfasilitasi cross-subsidization mechanisms dimana profitable segments dapat mendukung provision layanan untuk less profitable namun socially important segments.

KESIMPULAN
Transformasi hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK merepresentasikan evolusi paradigmatik dalam arsitektur regulasi perbankan mikro Indonesia yang mengedepankan pendekatan holistik terhadap pengembangan sektor keuangan inklusif. Perubahan terminologi dari "Perkreditan" menjadi "Perekonomian" mengindikasikan ekspansi cakupan operasional yang tidak lagi terbatas pada fungsi intermediasi kredit semata, melainkan mengakomodasi spektrum layanan keuangan yang lebih komprehensif dalam mendukung ekosistem ekonomi masyarakat. Implementasi POJK Nomor 7 Tahun 2024 telah menyediakan kerangka regulasi yang harmonis antara BPR dan BPRS, sekaligus menegaskan posisi strategis Bank Perekonomian Rakyat sebagai katalisator utama financial inclusion di tingkat grassroots. Transformasi ini memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan struktur tata kelola, diversifikasi produk layanan, dan optimalisasi fungsi pengawasan prudensial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Rekomendasi strategis yang dapat diaplikasikan meliputi: pengembangan infrastruktur teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi operasional, penyusunan roadmap capacity building bagi sumber daya manusia perbankan mikro, harmonisasi standar pelaporan dan compliance framework, serta penguatan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan stakeholder terkait dalam mengoptimalkan peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
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